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are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, The type of research is descriptive
qualitative. The number of research informants was 10 people with the Head of the PUPR Service as the key
informant. Data coliection techniques with interviews and data analysis in this study used data analysis technigues
on the site developed by Miles Huberman. The results of the study revealed that the implementation of the Self-
Management Fund Policy at the PUPR Service of Pelalawan Regency was in the less implemented category. This study
concludes that the implementation of the Self- Management Fund Policy at the Department of Public Works and
Spatial Planning, Pelalawan Regency, Riau Province, is in the category of under- implemented, especially on
indicators of resources, disposition and bureaucratic structure, The suggestions in this study are expected to be
expected for the Government to make policies that specifically regulate self-managed funds and also SOPs that can
be used as guidelines in the implementation of self-managed funds so that the expected goals can be carried out
effectively and efficiently. Keywords: Implementation, Policy, Funds and Self-Management. BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penelitian ini adalah sebuah ilmu administrasi yang menganalisis tentang implementasi kebijakan
dana swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau
perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun
pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal
harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 1 ayat
(1) menyatakan bahwa Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah
kegiataan pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Keputusan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Keputusan Presiden yang lama
yaitu Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah,
merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah
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DINAMIKA PELAKSANAAN DANA SWAKELOLA DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

ABSTRAK

Oleh

ROMI KELANA HARAHAP

Kegiatan konstruksi yang “dilaksanakan secara ‘swakelola dalam pelaksanaannya
mengalami beberapa permasalahan diantaranya ketidaksanggupan Dinas PUPR dalam
mengelola pelaksanaan swakelola dikarenakan kctidaksanggupan pegawai Dinas
PUPR dalam memanage pekerjaan yang relative banyak sementara pckerjaan kantor
yang merupakan tupoksi utama juga harus dijalankan. Terlebih ketidaksanggupan
pegawai dalam: menghandle anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan
swakelola, anggaran dalam pelaksanaan swakelola cukup besar, namun anggaran dari
pemerintah hanya bisa dicairkan sebesar 30% dari total anggaran yang disediakan dan
sisanya baru bisa dicairkan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sedangkan
keadaan dilapangan membutuhkan biaya dalam proses pelaksanaannya. Adapun
indikator penelitian adalah Komunikasi,.Sumber Daya, Disposisi dan Struktur
Birokrasi. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian
adalah 10 orang dengan Kepala Dinas PUPR sebagai key informan. Teknik
pengumpulan data dengantywawancara serta. ,analisis data” dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis- data\ dalam-situs yang dikembangkan oleh Miles
Huberman. Hasil Penelitian diketahui Implementasi Kebijakan Dana Swakelola di
Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan berada pada kategori kurang terimplementasi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Swakelola di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
berada pada kategori kurang terimplementasi terutama pada indikator sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi. Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan
kepada Diharapkan kepada Pemerintah umtuk membuat kebijakan yang mengatur
secara khusus mengenai dana swakelola dan juga SOP yang dapat dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan dana swakelola sehingga tujuan yang diharapkan dapat terlaksana
dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Dana dan Swakelola.
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DYNAMICS OF IMPLEMENTATION OF SWAKE-MANAGEMENT FUNDS AT
THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING OF
PELALAWAN REGENCY, RIAU PROVINCE

ABSTRACT
By
ROMI KELANA HARAHAP

Construction activities carried.out\independently in their implementation experienced
several problems, including~the inability of the/ PUPR Service to manage the
implementation of self-management due to the inability of the PUPR Office
employees tomanage the relatively large number of jobs, while office work which is
the main main task must also be carried out. Moreover, the inability of employees to
handle the budget that will be used in the implementation of self-management, the
budget in the implementation of self-management is quite large, but the budget from
the government can only be disbursed by 30% of the total budget provided and the
rest can only be disbursed when the work has been completed, while field conditions
require costs’ in the implementation process. The research indicators are
Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The type of
research is descriptive qualitative.. The number.of research informants was 10 people
with the Head of the PUPR Service as the key informant. Data collection techniques
with interviews and data analysis in this study used data analysis techniques on the
site developed: by Miles Huberman. The results of the study revealed that the
implementation cof the Self-Management, Kund~ Policy at.the PUPR Service of
Pelalawan Regeney was in the less implemented category. This study concludes that
the implementation. of the Self-Management Fund Policy at the Department of Public
Works and Spatial Planning, Pelalawan Regency, Riau Province, is in the category of
under-implemented, . especially on indicators of. resources, disposition and
bureaucratic structure. The suggestions in this study are expected to be expected for
the Government to make policies that specifically regulate self-managed funds and
also SOPs that can be used as.guidelines.in the implementation of self-managed
funds so that the expected goals can be carried out effectively and efficiently.

Keywords: Implementation, Policy, Funds and Self-Management.
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Jasa oleh Keme yang dibiayai oleh
terima hasil pekerjaan. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Keputusan Presiden yang lama
yaitu Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman tata cara
pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali
landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk
meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat

yang profesional.
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Dalam suatu instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti memiliki harta
kekayaan yang berupa barang - barang inventaris. Barang yang digunakan untuk

menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi atau

sasaran yang te ; e apai tujuan dan
sasaran 3¢ 1 dministras wj ekalan yang

didalamnya
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berkaitan.
Unt rintah dibiayai
oleh negara atau Anggaran

2L € N3

ipainya efisiensi

(UUJK) Nomor 18 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
mencakup asritektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing —
masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk
fisik lain. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah pasal 1 ayat (30) pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian
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kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sedangkan menurut

(Widiasanti, 2013) proyek kontruksi merupakan proyek yang berkaitan dengan

terdapat yerapa  pi nenawa " n jasa untuk
melakukan 8 ; ah penyedia jasa,
sedangkan piha kan tuge eIl rouna jasa (Owner).
Kedua istila ‘ sama — sama mem gas dan tanggung jawab masing —
masing dala

Pen an barang/ j . 1t residen Nomor 12

tahun 2021 tenta s a cratura eside 16 Tahun 2018

dan penyedia.

2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil
penelitian

6. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif
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7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan

kesempatan berusaha

8. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

pelengangan te : han langsu ; gsung. Sedangkan

swakelola it adala tan pe o/j2 ana pekerjaannya

2. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran,
seminar, lokakarya atau penyuluhan;

3. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya
dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya.

4. Sensus, survey, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan
publik, pengujian laboratorium dan pengembangan system, aplikasi, tata

kelola atau standar mutu tertentu.
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5. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat
disediakan atau diminati oleh penyedia

6. Barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok

swakelola yaitu : ax : 1 perdasarkan pada

ketentuan pasa eraturan Preside [ Adapun jenis

pekerjaan

0

g\‘%\i

’
b

5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan

6. Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survey yang bersifat khusus

7. Pekerjaan survey, pemrosesan data, dan pengembangan system

8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan

9. Pekerjaan industry kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri

10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri
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11. Pekerjaan pengembangan industry pertahanan, industry alutsista dan
industry almatsis dalam negeri.

Proyek kontruksi yang ada di daerah umumnya ditangani dengan cara

menurut Undang ang or ah M erintah daerah,
.-

maka suatu daera : ewenangan atut dan mengurus

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia salah
satunya yaitu untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
Negara dalam rangkat terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang lebih maju. Sangat
diharapkan dengan adanya pengadaan barang diharapkan agar fungsi dari
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat terwujud dengan baik

sesuai dengan fungsi yang ada.
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Pengadaan barang atau jasa dalam suatu instansi komersial maupun
pemerintah memiliki prosedur dari mulai perencanaan, penyeleksian barang,

sampai barang tersebut dicairkan oleh bagian pengadaan barang dalam suatu

kebijakan pengadaa % inte 1k u meningkatkan

efisiensi,

merealisasikan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 — 2020, maka Kabupaten Pelalawan
menerapkan pola swakelola. Salah satu contohnya yaitu dalam melaksanakan
pemeliharaan rutin jalan, Kabupaten Pelalawan harus memiliki pola yang tepat dan
disesuaikan dengan potensi serta sumberdaya yang dimiliki daerah dalam
melaksanakan otonomi. Apakah pola penanganan dengan system swakelola sudah

merupakan pola penanganan yang tepat dan lebih efisien dibandingkan dengan
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system penyedia. Berikut ini dijelaskan mengenai tabel rencana dan realisasi
kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

sederhana sehat
14 | Pembangunan sarana | 400 m, 3 Unit | 251 m, 3 unit 63%
dan prasarana
pemakaman

15 | Pemeliharaan  sarana 9 lokasi 4 lokasi 11%
dan prasarana
pemakaman

16 | Penyusunan rencana | 1 Dokumen - 0%
detail tata ruang dan
lingkungan

17 | Penyediaan prasarana 2 Kota 2 Kota 100%
dan sarana pengolahan
persampahan
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Sarana persam

No Indikator Rencana Realisasi Persentase
Kegiatan Kegiatan (%)
1 2 3 4 5
18 | Peningkatan  operasi 2 Kota 2 Kota 100%
dan pemeriharaan

100%
100%

jembatan serta sarana dan prasarana di wilayahnya.

Bidang Bina Marga.

Kepala Dinas PUPR menerima surat tersebut, dan mendisposikannya ke

Selanjutnya kepala bidang bina marga memberikan tugas kepada PPK

atau kasi Bina Marga untuk menyelesaikan permasalahan mengenai

keluhan tersebut dengan menggunakan anggaran APBD yang telah
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diperuntukkan untuk perbaikan sarana dan prasarana, jalan dan

jembatan.

Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan swakelola

pekerjaan yang relative banyak sementara pekerjaan kantor yang merupakan
tupoksi utama juga harus dijalankan. Terlebih ketidaksanggupan pegawai dalam
mengelola anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan swakelola, anggaran
dalam pelaksanaan swakelola cukup besar, namun anggaran dari pemerintah hanya
bisa dicairkan sebesar 30% dari total anggaran yang disediakan dan sisanya baru
bisa dicairkan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sedangkan keadaan

dilapangan membutuhkan biaya dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut yang
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membuat swakelola belum efektif diterapkan di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan,

dikarenakan belum adanya peraturan bupati yang mengatur secara khusus mengenai

pelaksanaan swakelola sehingga memperlambat pelaksanaan swakelola di

Ly

pelaksanaa

memadai di
terkait dengan

dan jasa, masih

-Anary

Kominfo. Demikian juga tenaga verifikatur, teknisi dan helpdesk yang jumlahnya

pun belum mencukupi secara ideal untuk melaksanakan beban kegiatan yang ada
terkait dengan e-procurement. Dengan kondisi sumber daya aparatur tersebut maka
optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan e-procurement menjadi relative
terganggu dan berbagai pekerjaan terkait pengadaan barang jasa secara elektronik

dapat tidak terlaksana secara efektif.
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Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa hampir

setiap instansi menemukan permasalahan dalam pelaksanaan swakelola pengadaan

barang dan jasa. Pada Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan salah satu kendala yang

rumitnya
Pelalawan yan ' akan penyedia
barang/jas
instansi sendir] er'S i _- : -_ P aten Pelalawan
tujuannya ac
mencegah 1
kerugian dan ke an. Berikut dijelask ai srogram kegiatan

dan indikator k

Tabel 1.2 Renca ] s PUPR Kabupaten
No nerja (Rp. Juta)
2019 2020
1 4 5
| |Program  Pemetaan Kawas 11.000 7.625 | 13.725
Kumuh
Program percepatan
2 | pembangunan sanitasi 12.000 12.500 15.500
permukiman
3 | Program RTH Pertamanan 13.939 10.754 18.081
4 | Program pembangunan jalan 84200  213.600 | 234280
dan jembatan
5 Program rehabilitas jalan dan 5.000 5.000 5.000
jembatan
¢ | Program pembangunan gedung 41.061 44361 6.208
pemerintahan
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No Indikator Kinerja 2(ﬁ§allsas1 Iﬁl;;?; (Rp. Jutzagzo
1 2 3 4 5
Program pengembangan dan
7 | pengelolaan jaringan irigasi, 11.050 11.040 10.800
rawa dan jaringan pengairan
8
9
10
11
12
13 N =
14 "‘ ng“n?’ l:i—9
ota : :
Sumber : Di UPI aten Pel

1.

Dasar hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundangan dengan tingkatan
hukum yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan dampak pada tingkat
transparansi dan kejelasan perundangan tersebut.

Belum adanya peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang

pelaksanaan system swakelola di Kabupaten Pelalawan, sehingga dalam
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pelaksanaannya masih mengacu pada peraturan presiden dan juga
peraturan kepala LKPP.

3. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan hanya berupa

p
"
o

(¢)

115\‘3\\%\

tugas utama yang telah ditetapkan.

Melihat betapa banyaknya permasalahan kegiatan konstruksi yang
dilaksanakan secara swakelola jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka
akan berdampak negatif lebih besar kedepannya. Untuk itu diperlukan upaya —
upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali pada masa

yang akan datang. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diaras, maka tesis
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ini mengangkat judul “Dinamika Pelaksanaan Dana Swakelola di Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”.

1.2. Perumusan Masalah

sanaan Dana

ng Kabupaten

Untuk menganalisis faktor penghambat dalam Dinamika Pelaksanaan
Dana Swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
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1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat, antara lain

sebagai berikut:

mberikan sumbangan

S TRRE N 'M
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1.Tinjauan Pustaka
2.1.1. Konsep Adm

%u;\

nistrasi. Namun

ang. Baik lokus

Inistrasi secara

EL\\\\E';\

gatur, mengelola.

Melalui pertimbangan re dimungkinkan terbentuknya kerjasama
guna mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Pemikiran inilah yang melandasi
perumusan atas definisi administrasi sebagai kerja sama manusia yang didasarkan
pada pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pemikiran
itulah maka disimpulkan sebagai berikut : administrasi adalah kerja sama yang

didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam

mencapai tujuan bersama.

17
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Kata administrasi sudah sering kali kita dengar, tetapi dalam konotasi sempit

yaitu kegiatan surat — menyurat atau kegiatan ketatausahaan. Menurut Kencana

(2003:06) secara etimologis administrasi berasal dari kata “ad” dan “ministrate” yang

> 5
but 'S 5 Imu bahkan kini

administrasi dan Manajemen sebagai adalah “Administrasi secara sempit berasal dari
kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat — mencatat, surat —
menyurat, pembukuan ringan, ketik — mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat
teknis ketatausahaan (clerical work).

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit

merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat — mencatat, surat —
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menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal — hal lainnya yang

dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh

informasi kembali jika dibutuhkan.

public or ‘ ! lite i - tc. (Adminstrasi

adalah sua y2 : 2 terdapat pada a usaha kelompok,

of the effort of a group of individuals towards some common goal. (administrasi
didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari usaha — usaha
kelompok individu — individu guna tercapainya tujuan bersama). “Definisi tersebut
menjelaskan administrasi memerlukan sebuah tindakan yang dapat berupa
bimbingan, kepemimpinan, pengawasan yang efektif yang merupakan fungsi — fungsi

administrasi untuk mencapai suatu tujuan bersama yang sudah ditentukan.
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Menurut Siagian (2008:7) mengatakan bahwa: “Administrasi negara

merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan

dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Menurut Kerlinger dalam

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh
pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua
orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu
kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya.
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2.1.2. Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang

organisasi ¢ akan v i gyang bekerjasama
dalam usahanya >Nca juan. Drkegia 1 harus jelas tugas,
Pengertian yang
ya melihat dari

strukturnya. amp ‘ ¢ anisasi y persifat “Dinamis".

hubungan di antara orang-orang t wewenang dan bersifat tetap dalam
suatu sistem administrasi”.

Adapun pengertian Organisasi menurut Weber yang dikutip oleh Thoha
(2014:113) bahwa : “Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu
(boundaries), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi

dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan

tertentu.”
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Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008; 96), hakikatnya organisasi
itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah”

dan organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang

di dalam organisasi

b orai ﬂj organisasi

ing jawab seseorang
o
&
-y

kehidupan organisasi berjalan deng as yang baik. Walau tidak diketahui
apakah hasil akhir benar akan sangat ideal sesuai dengan target, namun setidaknya
ketika semua lini organisasi mengikuti semua panduan/ planning dari awal secara
teratur maka hasil yang diharapkan kalaupun meleset dari perkiraan biasanya tidak
begitu jauh dari target. Artinya, dengan semua atas organisasi yang sudah ada,

seharusnya siklus kehidupan organisasi bisa diprediksi dengan analisisnya masing —

masing.
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2.1.3. Manajemen

Manajemen menurut Siagian (dalam Andry, 2015; 12) didefenisikan sebagai

kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka

dan oleh karena itu administrasi lebih luas dari pada manajemen.

Sedangkan manajemen menurut Siagian (2008;5) bisa didefinisikan dari dua
sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam
rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang
menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka

pencapaian tujuan melalui kegiatan — kegiatan orang lain.
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Manajemen pemerintahan (Public Management) menurut Ramto (dalam
Waluyo, 2007; 119) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (Public

Administration) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan

encapaian tujuan
diselenggarakan.
ini manajemen

1t
akan pekerjaan —

ilmu. Manajemen
1 keterampilan —
arkan pengalaman —
, manajemen sebagai
ses mengobservasi,
. na — fenomena, kejadian —
kejadian, da [ ; d jambil beberapa kesimpulan yang

Terkait dengan pengertian manajemen yang dilihat dari 3 perspektif di atas,
desa sebagai organisasi publik yang berada di tingkat terendah dalam struktur

organisasi publik, juga membutuhkan definisi tersebut dalam implementasinya secara

menyeluruh.
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2.1.4. Konsep Kebijakan
Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu

mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris

esar Bahasa Indonesia,

dalam sua N te u dimana terdapat ha hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kese a n te an sulan kebijaksanaan

Q @ ‘ a.dikcrjakan daripada apa yang

diusulkan dalam beberapa keg

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih
terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk
memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman

sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
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3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

term) mungkin
digunakan secara pade ijaka ‘ ia” , “kebijakan
ekonomi Jepang in j s enjadi sesuatu yang lebih

pemerintah tentang

dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang,
ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus
dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang
berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian

kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan
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kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson

sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a

purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a

dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai
arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan
bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau

tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya
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terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang

ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.5. Konsep Implementasi Kebijakan

as yaitu dimulai
dari progr. tasi mekanisme

yang lazim Jaié 1 e ya mar tortpublik. Kebijakan

diturunkan rOg % ' an menjadi proyek-

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun
waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang
dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan.
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Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul
Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program

1p baik usaha-

usaha untt engadministras [ enimbulkan akibat/dampak

kebijakan tidak a . ebelus an- an-sasaran ditetapkan

atau diide e ; an-keputusa b Jadi implementasi

berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

variabel, yaitu:

a. Komunikasi, yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus

dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
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ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga
akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara

I sumber daya

sumber daya

dimiliki oleh
okratis. Apabila

ka implementor

yang  bertugas

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi
adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi
yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak

fleksibel.
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Menurut pandangan Edwards (dalam Winarno, 2008: 181) sumber-sumber
yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan

organisasio

Seda

dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut
mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat
dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana
perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program
sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan

rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
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Sedangkan Wibawa (dalam Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan
model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi

kebijakan dilakuka at implementability dari

ol \\\\\“ .0‘

pada pemahamannya yang
komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan
implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di
antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang

diperlukan.
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3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni

karakteristik

entation) dan

mempenga ja impl S 1( aran kebijakan,

sumberdaya, komunikasi 2 anisasi dan per an al as, karakteristik agen

Faktor  kedua adalah  kejelasan, jika  kebijakan-kebijakan
diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-
petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana
kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan

tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
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3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin
berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten

dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada

ebut bertentangan maka

‘g . ana kebijakan
> berarti berhasil
ilmiah populer

) atau menunjang

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena

adanya proses kegiatan (Pasolong, 2007:4). Adapun pengertian lain dari efektivitas

adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. (Hall, 2006:270).
Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai

berikut (Kurniawan, 2005:109):
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1. Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau

antara output

output terhadap

sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena
efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai
kelanjutan program tersebut. Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas
menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil

guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana
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tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi,

program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki

dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat
sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung
pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut
produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa
efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas

juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan
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dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan

dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai

atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. (Rosalina, 2012:5)

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila
tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan

bekerja.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

38

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas

efektivitas, sebagai berikut:

1.

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana

dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan
akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti
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periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu:
Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi

Pen ektivi 1nak? ik : ana aktifitas itu
efektif. Ad dap efektivitas yaitu

(Dimianus, 2

1.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan
pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal
berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan
yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu
dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang

direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana
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organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu,

dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya

g
g
w2
o
=N
)
é’
g
=]
¢
3
z
—

an suatu lembaga
a. Suatu lembaga

ihara keadaan dan

:
5
AN

seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan
sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan. (Dimianus,
2014:8-10)

3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari

suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan
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lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.
Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian

terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga,

latin
communic Ang mb 1S ber: f a. Sama disini
maksudnya akns ] : adi apabila terdapat
kesamaan ¢ nEsa D3 h komunikator dan di
terima oleh kot : j ef ::* ses k ﬂ.’ si sebagai proses

mengenai pesan yang disampaikan haruslah sama agar apa yang komunikator maksud
juga dapat dipahami dengan baik oleh komunikan sehingga komunikasi berjalan baik
dan efektif (Effendy, 2005: 9).

Komunikasi mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, dari
kegiatan keseharian manusia dilakukan dengan berkomunikasi. Dimanapun,

kapanpun, dan dalam kesadaran atau situasi macam apapun manusia selalu terjebak
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dengan komunikasi. Dengan berkomunikasi manusia dapat memenuhi kebutuhan dan
mencapai tujuan-tujuan hidupnya, karna dengan berkomunikasi merupakan suatu

kebutuhan manusia yang amat mendasar. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial

penyampai
komunikasi

nonverbal,

2002: 135).

Berdasarkan definisi yang dibuat pakar komunikasi Harold Lasswell
(Effendy, 2005: 10), komunikasi memiliki lima unsur yang saling berketergantungan
satu sama lain, diantaranya adalah sumber (source), sering disebut juga pengirim
(sender), penyandi (encoder), komunikator dan pembicara. Selanjutnya, Lasswell

menyebutkan lima unsur utama komunikasi, yaitu:
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1. Sumber (komunikator), yaitu pihak yang berinisiatif atau mempunyai

atau kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa menjadi seorang

individu, kelompok, atau bahkan sebuah organisasi. Proses ini dikenal

fungsi komunikasi. Akan tetapi, semua merujuk pada titik yang sama, yakni
menyebarkan informasi untuk memberikan efek tertentu terhadap pesan yang
disampaikan oleh komunikator.

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson (Effendy, 2005: 5), komunikasi
mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup sehari-hari,

meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita
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pada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup
masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan

keberadaan suatu masyarakat.

komentar yang

ngambil keputusan

L2 B

0.
on
=8
=X

—_—.

&
12,
oo

o]
a
o=
o
o
>

berdasarkan tujuan yang dikejar bersama.

4. Perdebatan dan diskusi, yakni menyediakan dan saling menukar fakta
yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan
perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyedakan bukti-bukti

yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat umum dengan tujuan agar
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masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah yang menyangkut
kepentingan bersama.

5. Pendidikan, yakni pengalihan ilmu pengetahuan sehingga

atak, dan pendidikan

\\“‘ ." emua bidang

a, dan citra dari

raga, dan lain

keinginan orang lain.

Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses
komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen - komunikasi dengan
komponen lainnya (Soejanto, 2005: 27). Pola komunikasi adalah bentuk atau pola
hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan

yang mengaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi
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langkah-langkah pada suatu aktivitas, dengan komponen-komponen yang merupakan
bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok

dan organisasi.

banyak d . Kegiatan ini
dilakukan si/lembaga yang
prosesnya diselesaikannya
seluruh keg ﬂf Berikut adalah
beberapa definisi me al pe > : "_, : e t Kamus Besar

Bahasa Indone enga : A ﬂ ntuk mengajukan

2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau
jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
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Barang/Jasa  adalah  kegiatan untuk  memperoleh  Barang/Jasa  oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan asset
dan/atau penambahan kapasitas.
2. Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Adapun kebijakan dan ketentuan pengadaan barang/jasa meliputi:

1. Kebijakan pengadaan barang/jasa.
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Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses

pengadapan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat

mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan

norma pengadaan barang/jasa yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan
pokok yang saat ini digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut Suherman, AM (2010:2) Kegiatan pengadaan barang dan jasa

pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:
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1. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam
proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;

2. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan

[
i

o
g
o
4
W‘ 5
LA
| &
Y,

S

Barang/Jasa dilakukan melalui :

1. Swakelola; dan/atau

2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah meliputi : a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa

Konsultasi; dan d. Jasa Lainnya.
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3. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan  barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi

pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang

bila harus dilakukan tawar menawar.

Biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan
dibeli secara tertulis, yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar
megajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis
tersebut merupakan asal usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang

dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.
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Pada perkembangan selanjutnya, pihak pengguna menyampaikan daftar
barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu penyedia tetapi kepada beberapa

penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang,

Agar baran ang esat _;.' 3 e 1, 10 y"' a p1hak pemesan
(pengguna) men ama, jenis, ah baran o di beserta spesifikasinya
secara tertulis dan m ‘ epa e arang. Dokumen ini

selanjutnya d

pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan
yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut
merupakan asal usul pengadann pekerjaan pembiringan yang kemudian disebut
pengadaan jasa pemborongan. Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang

yang berwujud tetapi juga barang yang tidak terwujud. Barang tidak berwujud
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umumnya adalah jasa, misalnya, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan
pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen, dan lain-lain.

Pengadaan barang yang tidak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut

tempat (pa

AL

rupakan kegiatan

dan diajarkan.

%‘.
Wnnakyy

Barang/ pekerjaan kontruksi/ Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua penyedia Barang / Pekerjaan kontruksi/Jasa
lainnya yang memenuhi syarat. Pengadaan Barang/Jasa Umum dengan

nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
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Pengadaan Barng / Jasa Terbatas Adalah metode pemilihan penyedia

Barang / pekerjaan kontruksi dengan jumlah penyedia yang mampu

melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;

Pengadaan Barang/Jasa;

Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga keberhasilan
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam

Pengadaan Barang/Jasa;
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c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tata cara Pemilihan Penyedia Barang yaitu:
1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang
a. Rencana Umum Pengadaan,;
b. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;

c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
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d. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang;

e. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan;

f. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;

e. Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui Penunjukan Langsung dan
Pengadaan Langsung;

f. Kontes;

g. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal.

Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK

a. Penandatanganan Kontrak;
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b. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.
7. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Keppres Nomor 80/2003, pasal 3 tentang prinsip dasar (Dalam Maman Adde,

sasaran yang

dipertanggung

evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil/tidak deskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi

semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi

keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
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Akuntable, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang

2.1.7.
rang dan jasa
Jika dilih o‘ direncanakan,
Jan menggunakan
tenaga senc ; un tenaga upah

maupun di kalangan aparatur pemerintah sendiri. Ketika berbicara
Perpres No. 54 Tahun 2010 seolah-olah pengadaan tersebut harus
dilakukan dengan cara pelelangan, dan kalau tidak dilakukan dengan cara
itu penggunaan metoda dimaksud merupakan perbuatan melanggar
hukum. Kesalahan ini seringkali sangat merugikan bagi mereka yang

bertugas dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan

ketakutan penyebab terhambatnya jalannya pembangunan di negeri ini.
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3. Optimalisasi peran dan fungsi instansi pemerintah dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;

4. Penataan kembali kedudukan dan hubungan para pihak terutama sesama

tenaga dari luart aga ahli i ’ enaga ahli dari luar

tidak boleh
oleh pengguna
barang/jasa, enanggung jawab
anggaran/ke

Dari : ta % g , 1 ' akan bahwa dalam

efisiensi dan keadilan. Kegagalan terpenuhinya prinsip seperti yang telah disebutkan
di atas mengindikasikan kemungkinan terjadiya korupsi atau praktek kecurangan
yang biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau kesalahan dalam
mengungkapkan fakta”.

Dalam hal pengadaan dilakukan dengan cara swakelola Perpres menetapkan

pelaksanaan swakelola dapat dilaksanakan oleh:
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1. Instansi penanggung jawab anggaran;

2. Instansi lain;

3. Kelompok masyarakat.

pelaksana

barang/jas

Seda

dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai

dengan tugas pokok K/L/D/I;
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2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi

langsung masyarakat setempat;

3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya

. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industry alutsista dan
industri almatsus dalam negeri.
2.2. Kerangka Pemikiran
Pengadaan barang/ jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 khususnya pada pasal 6 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui

penyedia barang/jasa dan melalui swakelola. Dalam pemilihan penyedia barang/jasa
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bisa dilakukan dengan empat metode yaitu pelelangan umum, pelengangan terbatas,
pemilihan langsung dan penunjukkan langsung. Sedangkan swakelola itu sendiri

adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan,

dikerjakan dan/a . embaga/Satuan Kerja

‘i
,@t‘ Vayuaeett '@%‘
o

garan, instansi

pemerintah n sekelompok masyara | ai dengan Peraturan

Presiden No

perusahaan, mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui
pengadaan barang terlebih dahulu.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

kerangka pemikiran dibawah ini :
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Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian Dinamika Pelaksanaan
Dana Swakelola Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Administrasi

Komunikasi
Sumber Daya

Disposisi
Keputusan Pres Struktur

16 Tahun 20 ke _ ¢ Birokrasi
Pengadaan Barang ata -hataan Edward 111
i (dalam

el e

Subarsono,
2011: 90-92)

$

Swakelola Barang dan
Jasa Terlaksana dengan
Efektif dan Efisien

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema yang sama
berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi
pendukung guna mempertegas teori — teori yang telah ada mengenai Dinamika
Pelaksanaan Dana Swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pelalawan dan dibantu oleh tim jurnal Program Pascasarjana Universitas

Islam Riau.
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Tabel Penelitian Terdahulu Terkait Judul Dinamika Pelaksanaan

Dana Swakelola Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Nama Peneliti
dan Judul

November
2015 Hlm
38)

Persamaan
dan
Perbedaan
Penelitian

sumber
masih

ditingkatkan
khususnya
pada LPSE
provinsi
Sulteng,
dimana
saat
pelaksanaan
pelelangan dari
SKPD dan
pelaksanaan
registrasi oleh
penyedia jasa

pada

penelitian

Variabel dan
indikator
penelitian
yaitu
implementasi
kebijakan
dan indikator
menurut
Edward 1III,
sedangkan
perbedaan
terletak dari
objek
penelitian
yaitu e-
procurement.
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. Persamaan
Nama Peneliti . .
Varia- . Hasil dan
No dan Judul Indikator ..
.. bel Penelitian Perbedaan
Penelitian ..
Penelitian
1 2 3 4 6

“‘ ‘

D
r
o
’
o
“
o
r’
A

<2t

N
o

adanya unsur
kesengajaan
yang imbasnya
kurang
transparansi
dalam
pelaksanaanny
a, dari segi
disposisi
begitu juga dari
kompetensi
dan  keahlian
masih  perlu
ditingkatkan.
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. Persamaan
Nama Peneliti . .
Varia- . Hasil dan
No dan Judul Indikator ..
.. bel Penelitian Perbedaan
Penelitian ..
Penelitian
1 2 3 4 5 6
2 Dewi 1 1. Pembentuk i e- | Persamaan
dan Penelitian

terdapat pada
ariable
penelitian
aitu

implementasi
, sedangkan
perbedaan
terletak pada
indikator
yang
digunakan
dan  objek
penelitian.
yang
diharapkan dan
dapat berfungsi
dengan baik
3 | Yuli Hapiah | Implem | 1.Komunikasi | Dari hasil | Persamaan
(2011) entasi 2.Sumber daya | penelitian, penelitian
Analisis Kebijak | 3.Disposisi simpulan yang | terdapat pada
Implementasi an 4. Struktur diambil adalah | salah satu
Kebijakan Birokrasi bahwa kondisi | variabel
Pengadaan implementasi | penelitian
Barang dan kebijakan yaitu
Jasa eprocurement | implementasi
Pemerintah government di | kebijakan
Secara Provinsi Jabar | Perbedaan
Elektronik (E- telah penelitian
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. Persamaan
Nama Peneliti . .
Varia- . Hasil dan
No dan Judul Indikator ..
.. bel Penelitian Perbedaan
Penelitian ..
Penelitian
1 2 3 4 5 6

Procurement

belum adanya
kebijakan
teknis  (juklak
dan juknis)
terkait dengan
pengadaan
barang dan jasa
secara
elektronik yang
diatur  secara
jelas dan detil
serta  belum
dilakukan
secara intensif

terdapat pada
indikator dan
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. Persamaan
Nama Peneliti . .
Varia- . Hasil dan
No dan Judul Indikator ..
.. bel Penelitian Perbedaan
Penelitian ..
Penelitian
1 2 3 4 6

4 Persamaan
penelitian
terdapat pada
salah satu
variabel
penelitian
yaitu
implementasi
kebijakan
Perbedaan
penelitian
terdapat pada
indikator dan
objek
penelitian.

kesamaan hak
dan
pemerataan,
consensus,
efisien dan
efektifitas serta
akuntabilitas
terlah terwujud
dan terlaksana.

5 | Homsiah Basri | Pelaksa | 1. Transparan | Hasil Persamaan
(2017) naan si penelitian penelitian
Analisis . Akuntabilit | menunjukkan | terdapat pada
Pelaksanaan as bahwa dalam | salah  satu
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. Persamaan
Nama Peneliti . .
Varia- . Hasil dan
No dan Judul Indikator ..
.. bel Penelitian Perbedaan
Penelitian ..
Penelitian
1 2 3 4 5 6
Pengadaan 3. Terbuka variabel

pengadaan
barang/jasa
yang meliputi
transparansi,
akuntabilitas,
terbuka,
bersaing serta
adil/tidak
diskriminatif.

penelitian
terdapat pada
indikator dan
objek
penelitian.

Fauzi Nur
Usman (2019)

Analisis
Pelaksanaan

Pelaksa
naan

b=

Efisiensi
Efektif
Terbuka
Bersaing
Adil

Hasil
penelitian yang
dilakukan pada
pemerintah
Kabupaten

Persamaan
penelitian
terdapat pada
salah satu
variabel




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

69

)

" EE S

SN

<2 NNt
A

N\
o

SR
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tentang
Pengadaan
Barang
Jasa
Pemerintah.

dan

Nama Peneliti . . Persamaan
Varia- . Hasil dan
No dan Judul Indikator ..
.. bel Penelitian Perbedaan
Penelitian ..
Penelitian
1 2 3 4 5 6
Pengadaan 6. Akuntabel : penelitian
ASE | yaitll
‘ implementasi

penelitian
terdapat pada
indikator dan
objek
penelitian.

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

2.4. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalah pahaman tentang

beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu
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dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini memberi
batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu

qﬂ! 1 dua orang atau

tertentu untuk

o atau lebih yang
ngka pencapaian

dimana terdapat

SathaRaEy

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

5. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh

berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil
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yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu
sendiri.

6. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan

asikan secara jelas
mberdaya untuk

efektif. Sumber

nusia, misalnya

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

9. Struktur  Birokrasi, Struktur ~ organisasi  yang  bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah

Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
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2.5. Operasionalisasi Variabel

Tabel I1.2 :  Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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Konsep Variabel Indikator Sub Indikator

4

berlaku - k c a. Jumlah staf memadai
dirumusk

tas fasilitas
implemer
kebijaksanaa
yakni  keja 3ahan bangunan

kejadian —  alat
kegiatan-kegia dangunan  yang
yang sesuai dengan
sesudah o 4 kontrak swakelola

disahkann
pedoman-

pedoman

kebijaksanaa

Negara Manipulasi insentif
mencakup . Sikap pelaksana
usaha-usaha untuk

mengadministrasi

kannya maupun
untuk
menimbulkan
akibat/dampak
nyata pada
masyarakat atau
kejadian-kejadian.
Mazmanian dan
Sabatier  (dalam
Wahab (2008:
65)).

a. Struktur organisasi
b. Standar pelayanan
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

if. Karena peneliti
“h\\\“ '?3 |
‘f ] yang akan
o

alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada
awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi
budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya

lebih bersifat kualitatif.

73
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3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan difokuskan pada bidang Bina Marga.

ani dengan cepat

dan tepat, mal erdamp 1 h pannya. Untuk itu

diperlukan upa ya pe S tidak terulang

merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena
penelitian ini mengkaji tentang Dinamika Pelaksanaan Swakelola di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan maka peneliti
memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat
adalah 1 orang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dan Sekdis PUPR
Kabupaten Pelalawan. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk

memberikan rekomendasi untuk memilih informan — informan berikutnya, dengan
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catatan informan — informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja
sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan

pertama.

jembatan

keseluruh

Untuk lebi

v
A

dibawah ini

Tabel I11.1

No

“NRANN

Staf Dinas PUPR Bidang

Jumlah 10

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

3.4. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :
1. Data Primer. Sumber / data primer adalah sumber data yang secara
langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,

2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang
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diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dan juga hasil dari

kuisioner. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dilapangan dan

mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian

terkait dengan implementasi dana swakelola di bidang bina marga dinas PUPR
Kabupaten Pelalawan.
Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis

menggunakan beberapa teknik seperti :
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1. Wawancara (Interview)
Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam

penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan

wawancara.
3. Dokumentasi.
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen — dokumen, baik dokumen tertulis
maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen — dokumen

tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146).
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3.6. Teknik Analisa Data
Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat

ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau

ikan. Data perlu di

SR T N
!m\ .ba . an kegiatan

ditegaskan bahw ad : sun dengan jangka
waktu, dal - | ay 1in gejala tertentu

analisis data

perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-
perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara
dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus
apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku
inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah

ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan.
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Dalam beberpa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter (Milles and
Huberman (2007:174)).

Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami

mengena

Analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari
Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis
data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi
data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan

induktif atau verifikasi (conclutions).
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Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

1 ‘NS .
Pengumpulan Data J Penyajian Data
7 A
\ 6. \%
[ Reduksi Data ] < /( Verifikasi/ penarikan
J kesimpulan

P

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Implementasi Dana Swakelola di
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pelalawan Prowinsi Riau mulai Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021 seperti
rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :
Tabel I11.2 :  Jadwal Kegiatan Dinamika Pelaksanaan Dana Swakelola Di

Dinas Pekerjaan Umuin dan Penataan Ruang Kabupaten
Pelalawan Provinsi Riau

Bulan dan Minggu Ke Tahun 2021
Septem- | Okto- | Novemb
Juni Juli Agustus ber ber er

1 1120314 1/2/3[4][1/2/34[1]2]3|4

No | Jenis Kegiatan

1 | Penyusunan '
Proposal Tesis
Seminar
Proposal Tesis
Revisi
Proposal Tesis
Konsultasi

4 | Daftar
Wawancara

5 Rekomendasi
Survey

6 | Survay
Lapangan
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Jenis Kegiatan

Bulan dan Minggu Ke Tahun 2021

Septem- | Okto- | Novemb
Juni Juli Agustus ber ber er
21314123 1123]4]1|2 1123 4|1]|2] 3|4

Analisis Data

1ﬂhn.-___-aﬂMn

10

11

12

~ "‘i‘i" |

§‘|
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BAB 1V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Pelalawan

syarakat Kampar
Hilir pada Rapat tersebut
menghadirka oh masyarakat,
tokoh pemud

ulama. Dari m ; ebut dit van yang bermula dari

yang pusat Kerajaannya berada dipinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun
1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman
Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar
Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945.

Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km2 dan pada awal terbentuknya
terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan

Kuala Kampar. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan

82



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

83

diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh
dan pulau — pulau kecil lainnya. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan

secara administrative terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa

Tabel I : Ve ecamatan, 2020
) &
%
No Wilayah
1 10,36
2 1,39
3 2,29
4 8,50
5 9,33
6 3,63
7 2,93
8 10,76
? 2,68
10 10,79
11 | Kerumutan 6,89
12 | Teluk Meranti , 30,45
Jumlah 1.392.494,29 | 100,00

Berdasarkan tabel diatas, dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan
Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Teluk Meranti yaitu dengan total
423.984,41Ha sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah kecamata Kecamatan
Pangkalan Kerinci yang merupakan ibukota Kabupaten Pelalawan yaitu dengan

luas 19.355,53 Ha.
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Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam
menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung
mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin
meningkat populasi penduduk.suatu daerah.akan diikutirdengan pertumbuhan
pembangunan pada daerah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun
2017 adalah 438.788 jiwa. Terdirt dari penduduk laki — laki sebanyak 225.234 jiwa
dan perempuan 213.554 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten
Pelalawan. Mengenai jumlah penduduk bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk dilihat dari Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pelalawan, 2020

No | Kecamatan Laki— Laki | Perempuan | Jumlah Rasio
1 Langgam 16.495 15.476 31.971 107
2 Pangkalan Kerinci 63.790 61.184 124.974 104
3 Bandar Sei Kijang 19.263 17.970 R LA 107
4 Pangkalan Kuras 31.284 20887 ], 61.055 105
5 Ukui 21.107 T | 40.258 110
6 Pangkalan Lesung 16.854 15.728 BZE32 107
7 Bunut 8.031 7.898 15.929 102
8 Pelalawan 10.541 9.624 20.165 110
9 Bandar 7.202 7.166 14.368 101
Petalangan
10 | Kuala Kampar 9.236 8.890 18.126 104
11 | Kerumutan 12,522 12.024 24.546 104
12 | Teluk Meranti 8.909 8.672 17.581 103
Jumlah 225.234 213.554 438.788 105

Sumber : Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2021

Dari tabel IV.2 diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan
berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan. Jumlah penduduk yang paling
banyak yaitu pada kecamatan Pangkalan Kerinci yang berjumlah 124.974 jiwa,
sedangkan jumlah penduduk yang jumlahnya paling sedikit yaitu pada kecamatan

Bandar Petalangan yaitu berjumlah14.368 jiwa.
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4.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Pelalawan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan di bentuk berdasarkan

an sebagian
urusan Peme A€ : « & an azas otonomi

dan tugas pem Dalam 1 ; a_Dinas Pekerjaan

1.

2. danpelayanan
3.

4 pta karya, sumber
5 inistrasi terhadap Unit

Pelaksanaan Teknis D

6. Pemberdayaan dan pembinaan administrasi terhadap kelompok Jabatan
Fungsional.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor Tahun 2012 tentang

penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan maka,
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Struktur Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan memiliki

tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a.

perencanaan,
erjaan umum,;

kerja dinas

Menyusun, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan, baik
secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah,;

Memberikan arahan dan pembinaan kepada Sekretaris dan Kepala
Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan serta

perundang-undangan daerah dibidang pekerjaan umum;
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Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
umum di bidang pekerjaan umum,;

Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksaan tugas bidang binamarga,

aya air dan.bi ‘ eknik serta kelompok
Sl 13555 .00 )
ak is. da g rhadap Unit

3 3
2,

-
-
E
&
o
e
=
o
UU)

Melaksananakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam lingkup
bidang pekerjaan umum;

Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan sesuai bidang tugas
kepada Bupati;

Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan dinas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

mengelola urusan keskretariatan yang meliputi program, administrasi,

| dan pengawasan
kretariat dinas;

rumah tangga

I NINALNINALS

ot
AY “:‘ fal

permasalahan  dibidang
kesekretariatan guna menyiapkan petujuk pemecahan masalah;

h. Melaksanakan pengelolaan administras kepegawaian;

i.  Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

j. Melaksanakan pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan dan
inventaris kantor lainnya;

k. Melakukan pengkoordinasian, penyusunan dan penyampaian bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
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l.  Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

oleh seorang
Kepala sub gjawab kepada

Sekretaris agian Progra 1b. Bagi an‘Kepegawaian dan

pelaksanaannya tugas nya Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
a. Menyusun rencana program kerja bidang bina marga berdasarkan
Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan dinas;
b. Melaksanakan Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. Menyelenggarakan urusanpelayanan umum dibidang kebinamargaan;
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d. Menyiapkan usulan rancangan peraturan daerah  tentang

kebinamargaan;

e. Melaksanakan perencanaan umum dibidang kebinamargaan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga terdiri dari 3 (Tiga) seksi yang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Bina Marga, yaitu: Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga, Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
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4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang

Usulan Kegiatan (DUK);

g. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang
keciptakaryaan;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan;
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j- Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya

kepada Kepala Dinas;

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan;

Umum. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai
fungsi :
a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja bidang sumber daya
air berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan dinas
b. Melaksanakan perencanaan umum dan pembinaan desainteknis bidang

sumber daya air;
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. Menyiapkan bahan penerbitan izin penyediaan, peruntukan,

penggunaan dan pengusahaan air permukaan;

. Menyiapkan usulan rancangan peraturan daerah tentang sumber daya

s

%
e
s
o 4
5
y

<%
5

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas;

. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan;

. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya

kepada Kepala Dinas;
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0. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang

sumber daya air;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang yang

mempunyai 3 akan an tugas Pok gpala Dinas dalam

.@ alam Pelaksanaan tugasnya

Kepala Bidang Bina Teknik ‘

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum, jangka menengah,
jangka panjang dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan
Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Program Jangka Menengah
dan Jangka Panjang Pemerintah Daerah;

b. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan laporan

kinerja pelaksanaan program kerja tahunan dinas;
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c. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang bina marga, cipta karya,
sumber daya air, peralatan dan perbekalan;

d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis penyelenggara jasa

n.dan pola investasi

peralatan dan

bantuan stimulan, dan program kerja sama lainnya antar lintas sektor
dan atau instansi dan lembaga terkait lainnya;

j-  Melaksanakan penyusunan rencana standar harga satuan dan kebutuhan
biaya di lingkungan dinas;

k. Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi dalam menyusun harga
satuan bahan, pekerja serta peralatan dengan unit kerja dilingkungan

dinas;



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

96

Bertindak sebagai koordinator dalam penyusunan program kerja dinas,

berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;

. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan;
Menyampaikan usulan,saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya

kepada Kepala Dinas;
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u. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan analisis hasil
pelaksanaan program guna pengembangan rencana strategis dan

program kerja tahunan dan kegiatan pembangunan dilingkungan dinas

AvARN:
L &3

-hatAHN
§ oz g f

Pelaporan
7. Unit Pel

Unit Pelaksa

ECULILY

terbagi dalam kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
a. Masing-masing Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Dinamika Pelaksanaan Dana Swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan

Jika dilihé ;‘5 erti aka clola adalah, ang direncanakan,

AN IRAT N

ah sendiri. Ketika berbicara

Perpres No. 54 eolah-olah pengadaan tersebut harus
dilakukan dengan cara pelelangan, dan kalau tidak dilakukan dengan cara

itu penggunaan metoda dimaksud merupakan perbuatan melanggar

hukum. Kesalahan ini seringkali sangat merugikan bagi mereka yang

99
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bertugas dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan
ketakutan penyebab terhambatnya jalannya pembangunan di negeri ini.

3. Optimalisasi peran dan fungsi instansi pemerintah dalam pelaksanaan

belian dan penjualan
barang di kearah pembelian
berjangka rtanggungjawaban
proses pelelangan.

Dalam prosesnya peng aSa berapa pihak terkait sehingga

pembelian, sedangkan penawaran yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul
dokumen penawaran. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang,
pengguna dapat memilih harga barang yang paling murah dengan kualitas yang sesuai
spesifikasi barang. Hal ini merupakan cikal bakal pengadaan barang dengan cara

lelang. (Sutedi, 2008:2).
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Pengadaan barang/jasa Pemerintah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan

perekonomi
Di onesia ¢ n mengenai Pengada ang/Jasa Pemerintah
mengalami erapa p 3 entuan beserta segala aturan

pelaksana d 1 Anya. Se : ade ‘ g/jasa di atur dalam

Kemudian dengan di undangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penggadaan Barang/Jasa Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan empat

Perpres di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
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5.1.2. Waktu Pelaksanaan Swakelola
Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan sudah melaksanakan sistem pengadaan

barang dan jasa secara swakelola dari tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden

terbaru Nomor 16 ) 18- ten enga 2 asa Pemerintah berlaku

4. Namun pekerjaan yang akan dilaksanakan secara swakelola, pekerjaan
yang dilaksanakan melalui agen pengadaan, perencanaan pengadaan
untuk Tahun 2019 dan pengadaan khusus 4 maka sudah dapat

menggunakan Perpres ini sejak diundangkan.
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Pengadaan barang/jasa termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, yang

memiliki landasan hukum Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

Keuangan Ne ‘ an  me gelolaan fiskal yang

berkesinambungan (sustai : : i denga An_p ang telah ditetapkan
dalam Unda Tahun 2004 telah

diundangka dang ang Perbendaharaan Negara.

Ketentuan o % alam Unda ang P haraan Negara ini

bentuklah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ
merupakan unit kerja di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi
pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. UKPBJ merupakan perubahan dari Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) perubahan ini terjadi sejak diundangkannya

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. UKPBJ
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memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengaturan Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

cars mpe b 0 sendiri  oleh
Kementrian/Le Perangkat Dag K ar aga/Perangkat Daerah

lain, organis

melalui pen

: ‘Q',
o
o
=
on
5
=
aQ
=
[
w2
o

SN

"

suatu kegiatan yang strategis yang harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi
yang tepat. Strategi pengadaan adalah suatu usaha terbaik yang dilakukan untuk
mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat
kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur,

etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan.
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Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan swakelola
menggunakan swakelola tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan

diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab

anggaran dan dite ] PA/KPA. swakelola tipe [ meliputi:

5‘,@\ .. #‘
@ naga ahli.
',

akan pegawai

penyedia,

Presiden tentang

swakelola cukup besar, namun anggaran dari pemerintah hanya bisa dicairkan sebesar
30% dari total anggaran yang disediakan dan sisanya baru bisa dicairkan apabila
pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sedangkan keadaan dilapangan membutuhkan
biaya dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut yang membuat swakelola belum

efektif diterapkan di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan.
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5.1.4. Urgensi dan Pelaksanaan Sistem Swakelola di Kabupaten Pelalawan

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Dinamika Pelaksanaan dana

Swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan

sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan
atau resistensi dari kelompk sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan

adanya tiga hal, yaitu:
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a. Penyaluran (transmisi)
Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik

pula (kejelasan). Administrator publik harus sudah paham, mengerti dengan jelas

Seringkali a salah pengertian

(miskomun asi telah melalui

hal EL T

beberapa ti orsi ditengah jalan.

Unt Dana Swakelola di
Dinas Peke an pada Indikator

Komunikasi,

.\\@\\

Qz . 2 ggapan informan Staf PUPR

ibu Wan Yulia pada tangga o1 ﬁﬂ_‘m’ ¢ menyatakan bahwa :

“Sampai saat ini kami belum sepenuhnya memahami mengenai pekerjaan
swakelola ini, kami sudah mengikuti pelatihan di Semarang, namun
sepertinya memang belum bisa diimplementasikan dengan baik di Kabupaten
Pelalawan ini, mengingat penggunaan dana yang cukup besar dan tidak
mungkin di dalangi dengan dana pribadi”.

Berdasarkan tanggapan dari ibu Wan Yulia diketahui bahwa pada umumnya

pegawai kurang memahami mengenai penerapan swakelola di Dinas PUPR
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Kabupaten Pelalawan, dan menurut beliau prinsip swakelola belum bisa
terimplementasi dengan baik di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dikarenakan

belum ada yang bisa mendalangi dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan

Hanapiah (2

yang berk

melainkan

memberikan

menyatakan :

“Kami sepenuhnya hanya menjalankan tugas dari pimpinan, mengenai
pemahaman dalam penerapan swakelola sedikit banyak kami sudah
memahami pelaksanaannya, kami juga sudah diberikan pelatihan dalam
pelaksanaan swakelola ini”
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Menurut tanggapan bapak Herwandi diketahui bahwa dalam pada umumnya
staf menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan sedangkan mengenai

pemahaman dalam penerapan swakelola staf tersebut sudah cukup memahami dalam

komitmen of ¢ : anaka .. ) ngga keberhasilan itu
dapat terjamins Serta ing ¢ der : pelitian terdahulu yang

dilakukan ] arifudi / ahwa pegawai kurang

untuk mencegah instansi da nungkinan yang tidak diinginkan seperti
pemborosan, kerugian dan kecurangan”.

Tanggapan bapak Hanapiah menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di Dinas PUPR sudah berjalan 3 tahun terakhir, hal ini bertujuan

untuk mencegah instansi dari kemungkinan yang tidak diinginkan seperti
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pemborosan, kerugian serta kecurangan dan juga menjamin ketersediaan barang
apabila dibutuhkan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli

dan nepotisme;'s nciptaan akuntabilitas p /o ’ inya bahwa upaya

melakukan clolaan | C p salah satu upaya yang

Selanjutnya tanggapan bapak T Mohd Fadli, selaku Kasi Perencanaan Teknis di
Bidang Bina Marga menyatakan bahwa :

“Selama ini kami menilai pelaksanaan swakelola dalam pengadaan barang
dan jasa sudah cukup baik, pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya
adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan
barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses
tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan yang lain”.
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Berdasarkan tanggapan bapak T Mohd Fadli menyatakatan bahwa pengadaan
barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan
atau mewujudkan bara

jasa yang diinginkannya, defigan menggunakan metode dan

penciptaan ' an eft engelola: asa. Sementara nilai
penting me
serta penciptaan abili blik yang baik: ‘ engan hasil penelitian

terdahulu yar ku i ya : akan bahwa pengadaan

Kasi Pembangunan jalan dan jen

“Sejauh kami sudah melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan
swakelola ini, pelaksanaan swakelola ini merupakan tugas tambahan bagi
kami disamping pelaksanaan tugas pokok rutinitas kantor sehingga dalam
pelaksanaan memang masih terdapat permasalahan sehingga perlu
diadakannya pelatihan dalam pelaksanakan swakelola ini”
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Dari hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
diketahui bawah pihaknya sudah melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan

program swakelola yang merupakan tugas tambahan disamping pelaksanaan tugas

e an oleh organisasi

pemerintah >nuju sistem yang

Nana

lebih cang omunikasi. Begitu

juga deng fudin (2015) yang

tarae
g
=
&
s
&
&
5

kekurangan, namun kami's usaha melaksanakan kegiatan swakelola

ini dengan baik”.

Berdasarkan tanggapan dari Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan, diketahui
pada umumnya pelaksana program swakelola sudah memahami prosedur pelaksanaan
swakelola tersebut, hal ini dikarenakan sebelum pelaksanaan swakelola pegawai

sudah berikan pemahaman mengenai pelaksanaan swakelola ini dan juga pegawai
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sudah melakukan kunjungan ke Dinas — Dinas yang sudah berhasil melaksanakan

program swakelola ini dengan baik agar pegawai dapat meniru teknis pelaksanaan

swakelola sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan juga dapat melaksanakan

mendalam. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi,
pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan
kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
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Berikut ini hasil wawancara dengan PPK Bina Marga Bapak Mulyadi, ST.,
MT pada tanggal 20 Agustus 2021 mengenai Indikator Komunikasi, menyatakan :

Apakah bapak/ibu selalu memberikan informasi apabila ada kebijakan

dan kebijakan
ehingga dalam

menambahkan :
mengenai selalu

fm.;. g am swakelola, hal

lari prosedur yang
terbaru mengenai

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli
Hanapiah (2011) yang menyatakan bahwa Dalam dimensi komunikasi, upaya yang
dilakukan agar tujuan dan sasaran e-procurement dapat diketahui oleh pelaksana dan
kelompok sasaran berjalan relatif baik. Karena ditemukan bahwa secara keseluruhan

para pelaksana baik di tingkat Provinsi maupun di daerah-daerah termasuk SKPD
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yang ada di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat relatif telah memaknai dan memahami
tujuan dan sasaran dari kebijakan e-procurement. Begitu juga dengan hasil penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Syarifudin (2015) yang menyatakan bahwa dalam

an Presiden Nomor 54

yang bersar ' as e ) an alan jika tujuan yang
jelas dapat k % ra : ne ': 2 pel ﬁj‘ lilapangan dengan

didasari kekonsistenan para pengambil kebijakan dala nprediksi probabilitas —

“Pelaksanaan system swakelola di Dinas PUPR ini sudah kami laksanakan
sejak tahun 2018, lebih kurang sudah 3 tahun, memang dalam
pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal, namun sampai saat ini
kami masih bisa menyelesaikan permasalahan, kendala utama dalam
pelaksanaan swakelola adalah dalam ketidaksanggupan Dinas PUPR dalam
mengelola pelaksanaan swakelola dikarenakan ketidaksanggupan pegawai
Dinas PUPR dalam memanage pekerjaan yang relative banyak sementara
pekerjaan kantor yang merupakan tupoksi utama juga harus dijalankan”.
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Berdasarkan hasil tanggapan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan
diketahui bahwa Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan sudah melaksanakan kegiatan

swakelola dari tahun 2018 dan masih konsisten dilaksanakan sampai saat ini,

aran yang terbatas
wawancara dengan
Kepala Dinas Pl K lala ? a Tanjung, MT, yang

diwawancarai mengenai

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan? :

“Sampai saat ini kami berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan program
swakelola dengan baik, meskipun ada beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan swakelola, mengenai komunikasi, kami selalu menginformasikan
apabila ada kebijakan baru yang diterbitkan mengenai pelaksanaan
swakelola ini seperti perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta kami juga memberikan semacam
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sosialisasi kepada staf pelaksana apabila ada perubahan kebijakan atau
prosedur dalam pelaksanaan swakelola tersebut”.

Berdasarkan hasil tanggapan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang bapa

asan Tua Tanjung, MT menyatakan bahwa pihaknya selalu

aksanaan program

lomor 12 tahun

>

—

n 2018 tentang

N

Pengadaan Bara asa Pe ( ada pasa pat dilakukan dengan

AL

dua cara Dalam pemilihan
aitu pelelangan umum,

gsung. Sedangkan

ana pekerjaannya

LE LY

eh  Kementerian/

1. Barang/jasa yang di 2g1 nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak
diminati oleh Penyedia;

2. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran,

seminar, lokakarya atau penyuluhan;
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3. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam
negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya.

4. Sensus, survey, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan

disimpulkan bahwa

indikator Komunikas : Dana Swakelola di Dinas
Pekerjaan an adalah cukup
terimplementa aksanaan sosialisasi
mengenai perub swakelola ini. Dalam hal ini
belum ada dasar hukum @ o . engenai proses pengadaan
barang dan jasa pemerin ‘ g ] perangkat perundangan dengan

tingkatan hukum yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan dampak pada tingkat
transparansi dan kejelasan perundangan tersebut serta belum adanya peraturan Bupati
yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan system swakelola di Kabupaten
Pelalawan, sehingga dalam pelaksanaannya masih mengacu pada peraturan presiden

dan juga peraturan kepala LKPP.
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Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli
Hanapiah (2011) yang menyatakan bahwa Dinas Kominfo bekerjasama dengan pihak

yang berkompeten tidak melakukan sosialisasi dalam bentuk verbal dan ceramah

melainkan meny | an sengumuman serta belum

‘ “"‘“‘ .Qo naan swakelola

tentang kejg ' elum be enga ' al ini ditunjukkan
dengan ada

implement.

implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan
rumit, seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau

menyebarluaskannya.
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5.1.4.2. Sumber daya
Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik

sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan da nisi kebijakan walaupun

pelaksanaannya bila

dikemukakan oleh

daya dalam implementasi kebijakan yai

1. Staff (Sumber Daya Manusia)
Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98)

menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is
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staff”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and
consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if

personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective

R

disebabkan oleh karena sta

dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi
diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau
melaksankan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Wewenang (authority),
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Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo

(2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat

wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak
terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi
dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi
kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas

kewenangan diperlukan dalam peleksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain,
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efektifitas dan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelakasan

demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

3. Fasilitas — fasilitas (facilities),

resources / An imj icient staff, may
understand what to ] ¢ ) cercise his task, but

without the . ing, equipment, r nd even green space

yang meliputi tersedianya bangunan — bangunan (buildings), perlengkapan,
(equipment), dan perbekalan (supplies).
Untuk lebih jelas lagi mengenai Dinamika Pelaksanaan Dana Swakelola Di

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

pada Indikator Sumber Daya, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :
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Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan Staf PUPR

ibu Wan Yulia dalam indikator Sumber daya pada tanggal 18 Agustus 2021, yang

menyatakan bahwa :

% swakelola kam % walami  kesulitan untuk
a b k d
mm‘m Uy, |

DO vkan tidak ada

implementasi kebijakan, tetapi dip pula kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan
kebijakan itu sendiri. Begitu juga dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Syarifudin (2015) yang menyatakan bahwa kemampuan pegawai dalam

pelaksanaan swakelola belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
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Selanjutnya Bapak Herwandi, yang juga staff PUPR Kabupaten Pelalawan
menyatakan :

“Dalam pelaksanaan swakelola kami mengeluhkan banyaknya peker]aan
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Tanggapan bapak Hanapial jelaskan bahwa pelaksanaan swakelola,
pihak Dinas PUPR sebaiknya menambah jumlah pegawai dikarenakan banyaknya
pekerjaan yang harus diselesaikan dan juga ketidaksanggupan pegawai dalam

menghandle anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan swakelola, anggaran

dalam pelaksanaan swakelola cukup besar, namun anggaran dari pemerintah hanya
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bisa dicairkan sebesar 30% dari total anggaran yang disediakan dan sisanya baru bisa
dicairkan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Selanjutnya tanggapan bapak T Mohd Fadli, selaku Kasi Perencanaan Teknis

pelaksana

daya manus

Pl
@'f
o

P
e

kebijakan itu sendiri. Begitu juga dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Syarifudin (2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaan swakelola masih sering
mengalami kendala, seperti pada pelaksanaan pelelangan dari SKPD dan pelaksanaan

registrasi oleh penyedia jasa sering mengalami kendala, kemudian dari hal sarana dan
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prasarana belum optimal. Tanggapan bapak Malanton L Gaol, selaku Kasi
Pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan swakelola di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan masih belum

berjalan opti asih terdapat beberapa

eperti yang diharapl

'@‘Q”

diketahui bawah pe S : abupaten Pelalawan masih
belum berjala mal seperti ya ] - gberapa kekurangan
disana sin 2 mi tetap be ap claksanakan kegiatan
swakelola 1

Hal [ £80a: den) 8 8] lakukan oleh Yuli

kebijakan itu sendiri. Begitu juga de asil penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Syarifudin (2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaan swakelola masih sering

mengalami kendala, seperti pada pelaksanaan pelelangan dari SKPD dan pelaksanaan

registrasi oleh penyedia jasa sering mengalami kendala, kemudian dari hal sarana dan
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prasarana belum optimal. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Nifar Sagita, ST yang
menyatakan bahwa :
“Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan yang awalnya seluruh kegiatan

dlker]akan menggunakan penyedia baran q_atau dengan pihak kedua,
: | sendiri. Hal tersebut

melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan
prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Begitu juga
dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifudin (2015) yang
menyatakan bahwa dalam mengevaluasi transparansi implementasi pengadaan barang

dan jasa pemerintah di Dinas Cipta Karya, perumahan dan Tata Ruang Daerah
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Provinsi Sulawesi Tengah terdapat persepsi yang berbeda — beda tentang tanggapan
dan komponen yang peduli atau terlibat dalam pelaksanaannya.

Berikut ini hasil wawancara dengan PPK Bina Marga Bapak Mulyadi, ST.,

sana secara optimal
ekurangan seperti
anaan swakelola
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pegawai Dinas PUPR dalam me kerjaan yang relative banyak sementara
pekerjaan kantor yang merupakan tupoksi utama juga harus dijalankan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli
Hanapiah (2011) yang menyatakan bahwa Staf pelaksana, sumberdaya utama dalam

mengimplementasikan kebijakan adalah staf/pegawai atau lebih tepatnya street-level
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bureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah
satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak

kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup

menyelesaikan pe - erhasilan img bijakan, tetapi diperlukan

[y, \e
‘h\\“ .ﬁ’ ‘ an (kompeten

- @’? 4

iy disay yejepe il udwnyo(]
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terdapat kekurangan dalam berbagai bidang terutama dalam kegiatan kontruksi
dimana pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola banyak terdapat kendala yang

dihadapi baik fisik maupun non fisik.
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Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli
Hanapiah (2011) yang menyatakan bahwa Terbatasnya infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi di masyarakat pelaku usaha. Penyiapan infrastruktur fisik

ah bahwa pelaku usaha

!““ . . g. an pengadaan
£ | ronik, sehingga

menyatak elaksanaz ' - 0 tambahan yang
diberikan kej : ; - ';_ ( est. Tengah sehingga

dibutuhkan staf'kl ] pelaksa aal :'.‘: a1 paan swakelola masih

pelaksanaan swakelola baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya? :

“Pelaksanaan swakelola masih banyak terdapat kekurangan diantaranya
ketidaksanggupan pegawai dalam menghandle anggaran yang akan digunakan
dalam pelaksanaan swakelola, anggaran dalam pelaksanaan swakelola cukup
besar, namun anggaran dari pemerintah hanya bisa dicairkan sebesar 30% dari
total anggaran yang disediakan dan sisanya baru bisa dicairkan apabila
pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sedangkan keadaan dilapangan
membutuhkan biaya dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut yang
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membuat swakelola belum efektif diterapkan di Dinas PUPR Kabupaten
Pelalawan ”.

Berdasarkan hasil tanggapan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
ayatakan bahwa Pelaksanaan

Penataan Ruang bapak Hasan Tua Tanjung, MT m

LA

aky

=\

yang mem

Pelalawan.

anggaran dari pemerintah hanya'b sebesar 30% dari total anggaran yang
disediakan dan sisanya baru bisa dicairkan apabila pekerjaan telah selesai
dilaksanakan, sedangkan keadaan dilapangan membutuhkan biaya dalam proses

pelaksanaannya. Hal tersebut yang membuat swakelola belum efektif diterapkan di

Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan.
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Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli

Hanapiah (2011) yang menyatakan bahwa Kurangnya Panitia Pengadaan yang

memiliki keterampilan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

jasa sehingga terindikasi adanya unsur kesenjangan yang imbasnya kurang
transparansi dalam pelaksanaannya.

Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian para pelaksana,
informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan

pemenuhan sumber — sumber terkait dalam pelaksana program, adanya kewenangan
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yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang
diharapkan, serta adanya fasilitas — fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk

melakukan kegiatan program seperti dana dan prasarana. Sumber daya merupakan

ap yang dimiliki

ikatif, cerdik dan

akan dapat : ¢ eng | apa yang diinginkan dan

ditetapkan o embus : [mplementasi ij apabila memiliki sikap

apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Disposisi yaitu terjadinya kecenderungan sebagai berikut :
1. Dampak Disposisi, yaitu :

a. Adanya homogenitas administrator
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b. Berkembannya pandangan parokial, yaitu terjadinya hubungan senior yunior
dan pengaruh lingkungan.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan

ni merujuk pada
dengan kempuan,

ga bermuara pada

3. Manipulasi insent %
Edward menyataka ‘ wa salah 1 teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif.
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor
pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan
baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest)

atau organisasi.
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Kecenderungan — kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan
bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program mendapatkan

permasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri

baik pada Dinas

Pekerjaan Pena uang Kabupa ala ovinsi Riau?

swakelola di Dinas PUPR alawan. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifudin (2015) yang menyatakan bahwa
pelaksanaan swakelola merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada staf

pelaksana LPSE Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dibutuhkan staf khusus dalam

pelaksanaannya. Serta pelaksanaan swakelola masih sering mengalami kendala,



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

137

seperti pada pelaksanaan pelelangan dari SKPD dan pelaksanaan registrasi oleh
penyedia jasa sering mengalami kendala, kemudian dari hal sarana dan prasarana

belum optimal. Selanjutnya Bapak Herwandi, yang juga staff PUPR Kabupaten

jnan, mengenai
kami sudah

DA
% elatihan dalam
el

pemborosan, kerugian dan kecurangan”.
Tanggapan bapak Hanapiah menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di Dinas PUPR sudah berjalan 3 tahun terakhir, hal ini bertujuan

untuk mencegah instansi dari kemungkinan yang tidak diinginkan seperti
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pemborosan, kerugian serta kecurangan dan juga menjamin ketersediaan barang
apabila dibutuhkan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli

dan jasa sudah cukup baik gadaan barang dan jasa pada hakekatnya
adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan
barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses
tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan yang lain”.

Berdasarkan tanggapan bapak T Mohd Fadli menyatakatan bahwa pengadaan

barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan
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atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan
proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan yang lain. Hal

ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifudin (2015)

intah dimulai dari adanya

‘\“‘ .e e nai) kemudian

program swa : : amping pelaksanaan tugas

kantor. Hal in

belum secara optimal dilaksanakan. ersebut dibenarkan oleh Ibu Nifar Sagita, ST

yang menyatakan bahwa :

“Pada umumnya kami selaku pelaksana dari program swakelola sudah
memahami dalam pelaksanaan program swakelola ini dan kami sudah
berusaha melaksanakan sebaik mungkin, kami juga sudah memberikan
kunjungan ke Dinas yang sudah melaksanakan program swakelola ini untuk
mempelajari lebih jauh pelaksanaan swakelola, meskipun masih terdapat
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kekurangan, namun kami sudah berusaha melaksanakan kegiatan swakelola
ini dengan baik”.

Berdasarkan tanggapan dari Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan, diketahui

pada umumnya pelaksania program swakelola sudah memahami prosedur pelaksanaan
swakelola te wakelola pegawai
sudah b juga pegawai
sudah me ﬂ’ erhasil melaksanakan
program s : knis pelaksanaan

peraturan dan kebijakan
ini, sehingga dalam

Selanjutnya Bapak Joko Sutiardi, ST selaku Kabid Bina Marga juga menambahkan :

“Sampai saat ini kami tetap memberikan informasi mengenai selalu
kebijakan terbaru atau himbauan kepada pelaksana program swakelola, hal
ini dilaksanakan agar dalam pelaksanakan tidak keluar dari prosedur yang
telah ditetapkan terutama jika ada kebijakan atau aturan terbaru mengenai
pelaksanaan swakelola akan langsung di sosialisasikan kepada staf pelaksana
sehingga dalam pelaksanaan swakelola dapat terlaksana dengan baik”
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Dari hasil wawancara diketahui PPK dan Kabid Bina Marga diketahui bahwa
dalam pelaksanaan Swakelola selalu mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah

ditetapkan, pimpinan pelaksana selalu up to date dalam memberikan informasi dan

kebijakan mengen al a1 q.SE 07 n pelaksanaan swakelola

Hanapiah (2 § cnya bara ﬁ jasa pemerintah

dinilai sang an pentir ; ] emerintah daerah yang

penciptaan efisie an cfektivitas pe olaa ra asa. Sementara nilai

penting m colusi dan nepotisme,

serta pencip 1 upaya melakukan

pengelolaan satu upaya yang

diasumsikan d ) : e juga dengan hasil

efisiensi dan efektifitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar utama.
Berikut ini tanggapan Sekretaris Dinas PUPR bapak T. Ikhwan Perwira
mengenai Konsistensi dalam pelaksanaan swakelola pada tanggal 14 April 2021

mengenai indikator komunikasi yaitu sebagai berikut :
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“Pelaksanaan system swakelola di Dinas PUPR ini sudah kami laksanakan
sejak tahun 2018, lebih kurang sudah 3 tahun, memang dalam
pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal, namun sampai saat ini
kami masih bisa menyelesaikan permasalahan, kendala utama dalam
pelaksanaan swakelola adalah dalam ketidaksanggupan Dinas PUPR dalam
mengelola Ppelglgnaan swakelola dlkaren 1 ketidaksanggupan pegawai

nage peke ative banyak sementara

Q'j k % .‘,‘“ % @ 0’§ dijalankan”.

I
ens E’éﬁ%
. Ii " lilak kan sampai saat ini,

anakan kegiatan
swakelola
meskipun
pembiayaa

cukup bany:

ANAENANAT
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Pelalawan B

2021, yang
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dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada
sempitnya waktu pelaksanaan dan kendala pada pelaksanaan pekerjaan non
fisik salah satunya yaitu terlalu rumitnya administrasi pekerjaan swakelola”.

Berdasarkan hasil tanggapan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang bapak Hasan Tua Tanjung, MT menyatakan bahwa Setiap instansi

menemukan permasalahan dalam pelaksanaan swakelola pengadaan barang dan jasa.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

143

Pada Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan salah satu kendala yang dihadapi pada
pelaksanaan fisik yaitu terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan dan kendala pada pelaksanaan

Hanapiah (2 c : ing ‘( menjadi sorotan
dalam pe
pengelola;
pemerintah : oat st is da dntingd upaya mengciptakan pemerintah
daerah yang ba snya dala -ngadaan bar an-jasa. Nilai strategik

menyangkut upa enciptae 181 d an barang dan jasa.

Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa e-Procurement pada Dinas Cipta
Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang
menyatakan bahwa dari segi disposisi begitu juga dari kompetensi dan keahlian

masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam jaringan internet server diperluas serta
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adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat umum dan khususnya
masyarakat penyedia jasa tentang penerapan e-procurement.

Disposisi yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada

implementor kebijakan 0. K ‘ ch implementor adalah
‘1“ ..3. komitmen dan

yang ditemui

rasa percaya dan
kepedulian yram kebijakan dan

selanjutnya.

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki
dalam menjalankan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari
setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating
Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam

bertindak.
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Birokasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan
walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan

dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada

kegiatan — kegia an jara ¢ atus relatifnya. Garis —
garis antara
yang diter:
tersedia, atau para pelaks bijal menge g seharusnya dilakukan,

dan memp

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik
dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/
organisasi kearah yang lebih baik adalah :

1. Membuat standar operating prosedur (sop) yang lebih fleksible.
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SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinakan para pegawai (atau
pelaksna kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap

harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang

dibutuhkan (SOP)  merupakan

perke ber daya serta
kebutuhan pen alang ja, yar luas”. Edward
[T dalam ] " a : demi ’ la dengan jelas
tidaknya s

pelaksanaa

baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam
cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP

menghambat implementasi.
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Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi
merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang

berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106),

Dinas Pekerjaar 3 N ) v an Provinsi Riau
pada Indike ahui melalui hasil
tanggapan it Teknis di Bidang

Bina Marga

jasa secara swakelola, sehingga san aat ini hanya berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah khususnya pada pasal 6

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penyedia barang/jasa dan melalui

swakelola.
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Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli
Hanapiah (2011) yang menyatakan bahwa keterbatasan juklak dan juknis secara

elektronik untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam Keppres pengadaaan barang

dengan has din (2015) yang

menyatakan pemerintah pada

dasarnya m Nomor 70 Tahun

menyatakan bahwa:

“Mengenai SOP dalam pengelolaan barang dan jasa secara swakelola saya
rasa belum ada sehingga kami masih belum bisa menetapkan tupoksi kepada
masing — masing staf pelaksana mengenai apa yang sudah menjadi tugas
tetapnya, sampai saat ini kami hanya berpedoman pada peraturan presiden
yang mengatur tentang pelaksanaan swakelola”
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Dari hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
diketahui bawah belum ada SOP yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa secara swakelola. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Nifar Sagita, ST yang

. Ikhwan Perwira

mengenai struktur biro i a pada tanggal 14 April 2021

v an yang sampai saat ini
hanya berp eratur n, dasar hukum yang mengatur
proses pengadaa ah tidak diatur oleh perangkat

perundangan  de yang cukup tinggi, sehingga
menimbulkan dampa da tingkat.transparansi dan kejelasan perundangan
tersebut”.

Berdasarkan hasil tanggapan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan
diketahui bahwa belum ada SOP yang mengatur tentang pelaksanaan system
swakelola di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan yang sampai saat ini hanya

berpedoman kepada peraturan presiden, dasar hukum yang mengatur proses
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pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundangan

dengan tingkatan hukum yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan dampak pada

tingkat transparansi dan kejelasan perundangan tersebut.

Q‘I\“ .e ), juknis secara

dan jasa. lala lai - i bata ﬂ klak dan juknis

menyang a elektronik. Jika

g &

pemerintah dan jasa secara

elektronik, ya sama, sehingga
memudahka praktis. Sehingga
alahan yang tidak

onik. Begitu juga

RALR ALY

APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dapat
memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten

Pelalawan Bapak Hasan Tua Tanjung, MT, yang dilakukan pada Jum’at, 20 Agustus

2021, yang diwawancarai mengenai Adakah SOP yang digunakan dalam pelaksanaan
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program swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pelalawan? :

“Sampai saat ini belum ada SOP yang mengatur pelaksanaan swakelola,
kebljakan yang seca khusus mengatur tentang
b 1 swakelola, mengenai

1%‘ Q’@% z ?# rsiden Nomor 12

Barang ta kami juga
apabila ada
elola tersebut”.

Penataan Ruan; < Hasa a Ta \ ahwa Sampai saat ini
belum ada eng aksanaan an _tidak ada kebijakan
yang secara khusus menga ntang pelaksanaa barang dan jasa secara

swakelola,

semacam sosialisas i erubahan kebijakan atau

<
&>

-

ada indikator Struktur Birokasi

adalah Kurang terimplementasi babkan karena sampai saat ini belum ada

prosedur (SOP) maupun aturan khusus yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa secara swakelola dan masih mengacu pada peraturan peraturan presiden,

bahkan undang — undang yang merupakan dasar hukum tertinggi tidak ada yang

mengatur tentang pengadaan barang dan jasa secara swakelola, sehingga staf
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pelaksana sedikit sulit memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara
swakelola tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli

pemerintah = dae : nd ] C ang dan jasa secara
elektronik, mal I siapka % S a sama, sehingga

memudahkan pa enggu [ : lal ..: . Jala aran praktis. Sehingga

barang dan jasa pemerintah, agar kedepannya layanan pengadaan secara elektronik
(LPSE) Provinsi Sulawesi tengah berdiri sendiri tidak bernaung pada instansi lain,
sehingga lebih independen.

Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting

dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

153

penting. Pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.
Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam standar

operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam Guidline program/kebijakan.

mungkin

pelaksana

biasa dala

seperti belum adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai dana
swakelola ini, juga belum tersedianya SOP yang bisa dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan. Staf pelaksana pada umumnya tidak mengerti mengenai pelaksanaan
swakelola dan juga ketidaksanggupan Dinas PUPR dalam mengelola pelaksanaan

swakelola dikarenakan ketidaksanggupan pegawai Dinas PUPR dalam memanage
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pekerjaan yang relative banyak sementara pekerjaan kantor yang merupakan tupoksi
utama juga harus dijalankan. Terlebih ketidaksanggupan pegawai dalam menghandle

anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan swakelola, anggaran dalam

i pemerintah hanya bisa

.Q‘ ) anya baru bisa

entasi kebijakan

secara efektif tapi

: Q ang.dan jasa secara elektronik yang
diatur secara jelas dan deti . clum dil ecara intensif edukasi literasi TIK
kepada masyarakat penyedia barang dan jasa (rekanan) juga bagi aparatur Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. Begitu juga dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Syarifudin (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa e-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa
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pemerintah dimulai dari adanya transaksi pembelian/ penjualan barang dipasar secara

langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu

pembayaran. Dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual),

harus dikerjakan langsung oleh staf pelaksana. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Hanapiah (2011) yang
menyatakan bahwa Dinas Kominfo bekerjasama dengan pihak yang
berkompeten tidak melakukan sosialisasi dalam bentuk verbal dan ceramah

melainkan menyampaikan pengumuman melalui media dan pengumuman
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serta belum memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan swakelola ini. Begitu juga dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Syarifudin (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan

dengan adanya

kan implementor

enangani pelaksanaan
&

keterampilan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tidak
semua panitia yang sudah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa mampu
mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga dalam
pelaksanaan pelelangan melalui sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

masih belum mampu secara optimal menjalankan seluruh aplikasi dan setiap
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tahapan untuk menunjang proses pelelangan secara elektronik. Begitu juga
dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifudin (2015)

dengan judul Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa e-

jumpai gangguan

terindikasi adanya

otodidak dalam pelaksanaan swakelola ini. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Hanapiah (2011) yang
menyatakan bahwa Kurangnya Panitia Pengadaan yang memiliki
keterampilan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tidak

semua panitia yang sudah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa mampu
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mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga dalam

pelaksanaan pelelangan melalui sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

masih belum mampu secara optimal menjalankan seluruh aplikasi dan setiap

namun anggaran dari pemerintah hanya bisa dicairkan sebesar 30% dari total
anggaran yang disediakan dan sisanya baru bisa dicairkan apabila pekerjaan
telah selesai dilaksanakan, sedangkan keadaan dilapangan membutuhkan
biaya dalam proses pelaksanaannya. Sehingga pelaksana harus menggunakan

anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan swakelola, Hal tersebut yang
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memberatkan pelaksanaan swakelola membuat swakelola belum efektif
diterapkan di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Hanapiah (2011) yang

N

hanya bisa digunaka

digunakan juga dalam keadaan rusak berat. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Hanapiah (2011) yang
menyatakan bahwa Fasilitas, fasilitas juga merupakan faktor penting dalam
implementasi  kebijakan. Implementasi mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang
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untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Begitu juga dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifudin

5.2.6.

pengadaan barang dan jasa mampu mendayagunakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi. Sehingga dalam pelaksanaan pelelangan melalui sarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi masih belum mampu secara optimal
menjalankan seluruh aplikasi dan setiap tahapan untuk menunjang proses

pelelangan secara elektronik. Begitu juga dengan hasil penelitian terdahulu
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yang dilakukan oleh Syarifudin (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa e-Procurement pada Dinas Cipta Karya,

Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang

5.2.7.

tentang pelaksanaan system swakelola di Kabupaten Pelalawan, sehingga
dalam pelaksanaannya masih mengacu pada peraturan presiden dan juga
peraturan kepala LKPP. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Yuli Hanapiah (2011) yang menyatakan bahwa keterbatasan

juklak dan juknis secara elektronik untuk mengoperasionalkan ketentuan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

5.2.8.

162

dalam Keppres pengadaaan barang dan jasa. Kendala lain adalah terkait
dengan masih terbatasnya juklak dan juknis menyangkut pengelolaan sistem

pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Jika pemerintah daerah

ﬁ" lahan yang tidak
clektronik. Begitu
Syarifudin (2015)

ang dan Jasa e-

AR

ata Ruang Daerah

oi struktur birokrasi

e

pengadaan barang dan jasa secara swakelola dan masih mengacu pada
peraturan peraturan presiden, bahkan undang — undang yang merupakan dasar
hukum tertinggi tidak ada yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa
secara swakelola, sehingga staf pelaksana sedikit sulit memahami pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa secara swakelola tersebut. Hal ini sesuai dengan
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hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Hanapiah (2011) yang
menyatakan bahwa keterbatasan juklak dan juknis secara elektronik untuk

mengoperasionalkan ketentuan dalam Keppres pengadaaan barang dan jasa.

tengah berdiri sendiri tidak bernaung pada instansi lain, sehingga lebih

independen.
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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

ai Dinamika Pelaksanaan

. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya dalam pelaksanaan
kegiatan swakelola yaitu ketidaksanggupan Dinas PUPR dalam
mengelola pelaksanaan swakelola dikarenakan jumlah pekerjaan yang
terlalu banyak sedangkan jumlah pegawai pada bidang bina Marga

yang menangani pelaksanaan swakelola hanya berjumlah 16 orang

164
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sementara staf pelaksana tersebut juga harus menyelesaikan pekerjaan
dikantor yang merupakan tupoksinya.

c. Sejak dilaksanakan dari tahun 2018, staf pelaksana swakelola belum

swakelola cukup
dicairkan sebesar
sisanya baru bisa
sanakan, sedangkan

dalam  proses

belum memadai, hal ini terlihat dari jumlah alat berat yang dimiliki
oleh Dinas PUPR berjumlah 5 unit sedangkan 3 diantaranya dalam
kondisi rusak berat, yang hanya bisa digunakan hanya 2 unit,
sementara 2 unit mobil operasional yang digunakan juga dalam

keadaan rusak berat.
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f. Tidak adanya insentif yang diberikan kepada staf pelaksana dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola ini,

mengingat pelaksanaan swakelola ini merupakan beban lebih yang

taf pelaksana tersebut

&“‘ .G @ . m menjalankan
l@ a ini.
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yang merupakan dasar hukum tertinggi tidak ada yang mengatur
tentang pengadaan barang dan jasa secara swakelola, sehingga staf

pelaksana sedikit sulit memahami pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa secara swakelola tersebut.
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6.2. Saran
1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengatur

secara khusus mengenai dana swakelola, yang dimulai dari dasar hukum

‘! diperlukan suatu

=

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g
)
-
i
S|
=
=

diharapkan.
3. Pada indikator disposisi, diharapkan staf pelaksana untuk lebih aktif dan
inovatif dalam mempelajari dan melaksanakan kegiatan swakelola, karena
setiap kegiatan apabila dilaksanakan oleh orang yang tepat maka akan

dapat berjalan dengan maksimal.
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4. Pada indikator struktur birokrasi, diharapkan kepada pimpinan dan staf

pelaksana untuk menyusun SOP dalam pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa secara swakelola dengan didasari oleh kebijakan yang berlaku

aan kegiatan swakelola

z

;l an efektif dan

‘\\\\\\\\\“‘%‘
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